LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG /JASA PEMERINTAH

KEPUTUSAN

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 59 TAHUN 2026

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN
BARANG/JASA PEMERINTAH NOMOR 147 TAHUN 2025 TENTANG MEKANISME
KERJA DI LINGKUNGAN LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG /JASA
PEMERINTAH

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH,

Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan hasil monitoring dan evaluasi
terhadap penerapan mekanisme kerja di lingkungan Lembaga
Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, perlu
dilakukan penyesuaian terhadap Keputusan Kepala Lembaga
Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 147
Tahun 2025 tentang Mekanisme Kerja di Lingkungan Lembaga

Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
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Mengingat

1.

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Lembaga
Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentang
Perubahan atas Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 147 Tahun 2025
tentang Mekanisme Kerja di Lingkungan Lembaga Kebijakan

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga
Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden
Nomor 93 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas
Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga
Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 144);

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang
Penyederhanaan Struktur Organisasi Pada Instansi
Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem
Kerja Pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan
Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022
Nomor 181);

Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah Nomor 2 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata
Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 112);

Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah Nomor 147 Tahun 2025 tentang
Mekanisme Kerja di Lingkungan Lembaga Kebijakan

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
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Menetapkan

KESATU

KEDUA

MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN
BARANG/JASA PEMERINTAH TENTANG PERUBAHAN ATAS
KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN
BARANG/JASA PEMERINTAH NOMOR 147 TAHUN 2025
TENTANG MEKANISME KERJA DI LINGKUNGAN LEMBAGA
KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH.

Menetapkan perubahan Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 147 Tahun 2025
tentang Mekanisme Kerja di Lingkungan Lembaga Kebijakan

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang terdiri atas:

a. Lampiran I Bab II Angka 2.2.1. Huruf ¢ Butir 2) mengenai
Mekanisme penugasan melalui penunjukan antarinstansi
berupa permintaan instansi pemerintah lain untuk
penugasan Pejabat Fungsional dan/atau Pelaksana
Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
pada instansinya; dan

b.Lampiran II Angka 5 mengenai [lustrasi Alur Penugasan
Untuk Mekanisme penugasan melalui penunjukan
antarinstansi berupa permintaan instansi pemerintah lain
untuk penugasan Pejabat Fungsional dan/atau Pelaksana
Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

pada instansinya.

sebagaimana tercantum dalam Lampiran [ dan Lampiran II

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, dokumen penugasan
yang ditetapkan dan/atau dikeluarkan sebelum keputusan ini,
tetap berlaku sampai dengan berakhirnya masa penugasan
dan/atau masa berlaku yang tercantum di dalam dokumen

penugasan tersebut.
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KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di

Pada tanggal 06 Juni 2026

KEPALA

LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN
BARANG/JASA PEMERINTAH REPUBLIK
INDONESIA

9

A

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik

SARAH SADIQA
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